
 

 

 
  

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  : a. bahwa mekanisme Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik    

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati      

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah; 

b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan kapasitas 

fiskal Daerah sebagaimana diamanakan dalam Pasal 23 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD 

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi, maka terhadap 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu dilakukan perubahan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas  

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019  tentang Pedoman 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 

 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 6322);  
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9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden   

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018          

Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);  
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16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023); 

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59); 

 

               MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS  PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI 

DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, 

Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah 

diubah dengan : 

1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020);  
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2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2020); 

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023) 

diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 

(1) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum 

daerah ke rekening kas desa. 

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada 

tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : 

a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Februari 

sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari 

anggaran ADD masing-masing desa; dan 

b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Juli 

sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari 

anggaran ADD masing-masing desa. 

(3) Dalam hal penyaluran secara bertahap dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dapat dilaksanakan, penyaluran tiap tahapan dapat 

dilakukan 2 (dua) kali dengan besaran 25% (dua 

puluh lima perseratus) dari ADD masing-masing 

desa. 

(4) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan dokumen:  

a. Surat permohonan pencairan tahap I;  

b. Surat pengantar dari kecamatan;  

c. Peraturan Desa tentang APBDesa (SISKEUDES) 

tahun berkenaan; dan 

d. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani 

kepala desa bermaterai cukup. 
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(5) Peraturan Desa tentang APBDesa dan pakta integritas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dan 

huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas 

Pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat 

minggu kedua bulan maret. 

(6) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) huruf b, dilakukan setelah kepala desa 

menyampaikan dokumen:  

a. Surat permohonan pencairan tahap II;  

b. Surat pengantar dari Kecamatan;  

c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 

sebelumnya (SISKEUDES); dan 

b. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran APBDesa 

tahap I (SISKEUDES). 

(7) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) telah terpenuhi, 

bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya 

menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD. 

(8) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD 

menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara 

Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum 

Daerah. 

(9) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada    

ayat (8) bendahara umum daerah atau kuasa 

bendahara umum daerah menerbitkan surat 

pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan 

SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan 

pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke 

rekening Pemerintah Desa. 

(10) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas 

daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) PPKD selanjutnya 

menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD 

melalui camat. 
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(11) Contoh surat permohonan pencairan, surat 

pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas dan 

lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik                                                           

pada tanggal 20 Maret 2024 
 

  BUPATI GRESIK, 

 

            Ttd 

 

FANDI AKHMAD YANI 
 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 20 Maret 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

                     Ttd 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 13 


